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Abstract. The purpose of this study is to describe and analyze the management of the Guna Sejahtera Village-Owned 

Enterprise (BUMDes) in Dukuh Tengah Village, Buduran Subdistrict, Sidoarjo Regency. This study employs a 
descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. 
The data analysis techniques used encompass data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. The research findings indicate that, in terms of planning, business programs have been formulated but 
are not yet supported by a well-developed strategy. In terms of organization, an organizational structure has been 
established, but understanding of roles and the quality of human resources remain low. In terms of implementation, 
several business units are operational but have not yielded significant results due to limited capabilities and a lack of 
innovation. Meanwhile, regarding supervision, monitoring, and evaluation have not been conducted routinely, so 
various challenges have not been addressed effectively. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Guna Sejahtera di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada aspek perencanaan, program usaha telah disusun 
namun belum didukung oleh strategi yang matang. Pada aspek pengorganisasian, struktur organisasi telah terbentuk 
tetapi pemahaman tugas dan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Pada aspek pelaksanaan, beberapa unit 
usaha telah berjalan namun belum memberikan hasil yang signifikan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya 
inovasi. Sedangkan pada aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin sehingga 
berbagai kendala belum dapat ditangani secara maksimal. 

Kata Kunci - BUMDes; Pengelolaan; Peran Pemerintah Desa

I. PENDAHULUAN 
 Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam dan manusianya, akan tetapi masih banyak kemelaratan, susahnya 

lapangan pekerjaan, disparitas ekonomi, serta fasilitas pendidikan merupakan masalah dalam kehidupan rakyatnya. 
Dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk membuat masyarakat yang makmur, dan adil, peran pemerintah sangat 
penting. Hal ini dianggap sebagai Langkah yang strategis untuk mewujudkan bangsa yang makmur dan menjadi pilar 
dalam menyongsong persaingan secara universal saat ini.  

Peran Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes harusnya memberikan afeksi yang besar untuk 
mengakomodasi desa dalam meminimalisir kemiskinan, karena desa adalah bagian wilayah yang terendah. Pada era 
sekarang banyak masyarakat desa yang telah berupaya untuk selalu memanfaatkan sumber daya alam, dengan harapan 
dapat meningkatkan pendapatan desa. Namun, pada dasarnya mereka masih menghadapi penghambat dalam 
mengelaborasi sumber daya alamnya, seperti permasalahan ekonomi atau finansial yang tak kunjung seslesai dan 
banyaknya sumber daya manusia yang kurang bermutu atau kualitas diri yang kurang, dimana hal itu membuat mereka 
tidak dapat mengelolahnya. [1]  

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa. Sebagai 
regulator, peran pemerintah desa adalah Menyusun arah pembangunan melalui penerbitan aturan-aturan yang wajib 
dilaksanakan serta memberi pedoman kepada masyarakat untuk mengatur kegiatan yang terkait dengan 
pemberdayaan. Peran dinamisator pemerintah yakni melibatkan upaya untuk memobilisasi..partisipasi masyarakat 
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dalam menghadapi hambatan pada saat proses pembangunan. Upaya dalam meningkatkan ekonomi desa dan 
memanfaatkan potensi lokal, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dioperasikan oleh masyarakat lokal dan pemerintah 
desa. Bumdes diharapkan memiliki peran yang berbeda jika dibandingkan dengan Lembaga ekonomi lainnya.[2]  

UU No 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2021 diamanatkan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal ini dapat 
dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes didirikan atas prakarsa dan didasarkan pada prinsi-
prinsip kooperatif, partisipasi, dan emansipatif. BUMDes dikelola oleh warga dan pemerintahan desa untuk 
meningkatkan stabilitas ekonomi desa serta menciptakan hubungan sosial masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi kekayaan desa.[3]  

Menurut Sudarmanto dan Permandhi (2020), BUMDes berguna dalam meningkatkan keikutsertaan dan 
independensi warga terhadap ekspansi ekonomi desa serta peningkatan saluran masyarakat terhadap lapangan kerja. 
Badan Usaha Milik Desa sangatlah penting sebagai instrumen utama penguatan pembangunan ekonomi di desa dan 
menjadi tumpuan harapan masyarakat. BUMDes sendiri berperan untuk mengembangkan desa dan dapat dilakukan 
melalui program pemberdayaan ekonomi masyrakat. Dan untuk keberadaan BUMDes  harusnya dapat menjadi 
partisipasi terhadap penambahan pendapatan desa sehingga desa mampu membangun dana mengembangkan 
BUMDes yang selalu produktif dan lebih optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga didirikannya BUMDes sesuai 
mufakat warga dan pemerintah desa, dan keduanya mengelola untuk mendapatkan laba dan sebagai salah satu sumber 
pendapatan desa. [4]  

Desa Dukuh Tengah  kecamatan Buduran, kabupaten  Sidoarjo adalah  salah satu desa yang sebagian besar dana 
desanya dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan wawancara 
degan pengurus BUMDes, program kerja BUMDes yang diberi nama BUMDes Guna Sejahtera ini telah ditetapkan 
pada tahun 2023 sesuai dengan yang tertera pada  SK 141/18/438.7.3.12/2023. BUMDes berdiri dengan baik, namun 
masih banyak kendala pada operasionalnya. Usaha – usaha yang dibentuk oleh BUMDes Guna Sejahtera diharapakan 
bisa meningkatkan  perekonomian desa dukuh tengah. Dengan adanya latar belakang tersebut, masih diperlukan 
banyak analisis mendalam terhadap peran BUMDes di Desa Dukuh Tengah serta hambatan yang dihadapi dalam 
upaya mengembangkan BUMDes  itu sendiri. Identifikasi hambatan yang dihadapi BUMDes Guna Sejahtera akan 
memberikan wawasan mengenai apa saja yang perlu diperbaiki. Baik dari segi manejmen, keterampilan pengelola, 
dan alokasi sumber daya. Hal ini di rancang untuk memberikan program pelatihan dan pengembangan kapasitas sesuai 
dengan kebutuhan, memberikan pemahaman mengenai peran dan dampak BUMDes sehingga meningkatnya 
partisipasi aktif masyarakat  dalam program-program yang dijalankan oleh BUMDes Guna Sejahtera.  

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis pentingnya peran pemerintah desa dalam 
mengembangkan Badan Usaha Miliik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan msyarakat melalui kegiatan UMKM. 
Selain itu, penelitian juga di harapkan memberikan kontribusi secara praktis terkait pola pengelolaan BUMDes oleh 
pemerintah desa agar memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Terdapat..penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan referensi untuk membandingkan 
sebuah penelitian Mengacu pada penelitian sebelunya dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan 
Badan usaha milik desa (BUMDes) di desa mulyorejo kecamatan silo kabupaten jember”,berdasarkan temuan 
penelitian, peran pemerintah desa dapat dilihat dianalisis melalui beberapa aspek. Pertama, pada aspek pembinaan dan 
pengawasan, pemerintah desa secara aktif melakukan pembinaan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan 
kepada pengelola BUMDes. Selain itu, Adapun pengawasan laporan keuangan secara berkala guna menjamin 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kedua, pada aspek pemberian dukungan modal dan fasilitas, 
pemerintah desa memberikan kontribusi nyata berupa bantuan modal usaha, penyediaan lahan untuk pembangunan 
Gedung BUMDes, serta fasilitas pendukung lainnya. Adanya dukungan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa 
berkomitmen dalam memperkuat struktur ekonomi desa melalui BUMDes. Ketiga, dalam strategi pengembangan, 
pemerintah desa telah menyusun perencanaan yang sistematis dan terukur, mencakup perumusan tujuan, strategi, dan 
indikator keberhasilan pengembangan BUMDes. Selain itu, Adapun sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa 
guna meningkatkan partisipasi serta pemahaman terhadap ketersediaan dan Fungsi BUMDes. Keempat, dalam aspek 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah desa berupaya meningkatkan kmpetensi pengelola BUMDes 
melalui pelatihan di bidang manajemen dan pemasaran sehingga bertujuan untuk keberlanjutan dan profesionalitas. 
[2]  

Ada juga penelitian selanjutnya dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik 
Desa”. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukannya belum optimalnya pemetaan potensi desa, serta penguatan 
Kerjasama dengan berbagai pihak, dan belum adanya penyertaan modal lanjutan setelah restrukturisasi BUMDes. 
namun setelah dilakukan upaya perbaikan melalui sosialisasi, pemetaan potensi desa dan penguatan kerja mulai 
terlihat adanya peningkatan, seperti terbentuknya unit usaha baru dan adanya kolaborasi dengan multi pihak, serta 
munculnya alternatif sumber Pandapatan Asli Desa (PADes). [5] serta penelitian selanjutnya dengan judul “Peran 
Badan Udaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banjaranyar 
Kabupaten Brebes” hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes ini memperoleh 
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penghasilan tetap atau tambahan, dan kelancaran kegiatan sosial di masyarakat. Namun masih ada faktor 
penghambatnya. Seperti PAD belum sepenuhnya terpenuhi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
BUMDes, serta kurangnya pemahaman atau sosialisasi adanya keberadaan BUMDes ini. [6] 

Penelitian terdahulu diatas juga relevan pada penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) Guna Sejahtera Untuk Memajukan Perekonomian di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten 
Sidoarjo”. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam 
pelaksanaan peran pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDes Guna Sejahtera.  Berikut Tabel struktur 
organisasi BUMDes Guna Sejatera :  

 
Gambar 1. Struktur BUMDes Guna Sejahtera 

          Sumber : Website Resmi BUMDes Guna Sejahtera, 2026  
 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa terbentuknya tingkat SDM di BUMDes Guna Sejahtera Desa Dukuh 

Tengah, Buduran, Sidoarjo dalam mengembangkan BUMDes masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya pemahaman pada pengurus dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat BUMDes. namun, 
Adapun partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam berkontribusi, dan kegiatan usaha BUMDes yang sudah 
dibentuk namun belum berkembang secara maksimal, sehingga belum memberikan hasil yang signifikan bagi 
kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu harus diadakan pelatihan bagi pemerintah desa maupun masyarakat yang 
akan terlibat untuk mencapai BUMDes yang bermanfaat bagi Desa Dukuh Tengah.  

Menurut Leniwati dan Aisyah (2021) [7] pengelolaan BUMDes merupakan kegiatan dalam pengelolaan desa yang 
dilakukan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk meningkatkan 
pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat.  
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan BUMDes Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran 

Kabupaten Sidoarjo telah berjalan, namun masih belum sepenuhnya mecapai hasil yang optimal dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kategori  kurang baik, seperti usaha jasa (Agen 
SiPandai Bank Jatim), usaha peternakan (penggemukan sapi), dan usaha penyewaan (Gedung serbaguna). Sementara 
itu, usaha perdagangan (kedai kopi BUMdes) berada pada kategori cukup baik. Namun, masih memerlukan 
pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes masih terdapat 
kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi usaha dan partisipasi masyarakat, serta belum 
maksimalnya pemanfaatan potensi lokal. Pengelola BUMDes masih belum mampu menjalankan tugasnya secara 
optimal, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengembangan unit yang telah ada. 

Seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes 
bahwa BUMdes merupakan usaha yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonimo desa dalam rangka eningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional, efektif, dan 
berkelanjutan. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan pengelolaan BUMDes Guna Sejahtera berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry di Desa 
Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.  

 
Di dalam mengukur pengelolaan BUMDes,  menurut teori George R. Terry (2006)[8]  mengukur penngelolaan 

BUMDes berdasar pada fungsi manajemen yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : a) Perencanaan 
(Planning), b) Pengorganisasian (Organizining), c) Pelaksanaan (Actuating), d) Pengawasan (Controlling).  Dan telah 

Tabel 1. Pengelolaan BUMDes  
No Bidang Kategori Kegiatan 
1 Usaha Jasa  

( Agen 
SiPandai Bank 
Jatim) 
 

Kurang Baik Program Agen SiPandai dan Bank Jatim memberikan kontribusi besar 
bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan perbankan yang mudah 
dijangkau hingga pelosok desa. Melalui agen ini, masyarakat dapat 
menabung, menarik uang, dan melakukan berbagai transaksi tanpa harus 
ke kantor bank. Kehadiran Agen SiPandai meningkatkan inklusi 
keuangan, membuka peluang usaha baru bagi agen, serta membantu 
memperkuat perekonomian lokal. Selain mempermudah layanan 
keuangan, program ini juga membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap lembaga keuangan daerah dan mendukung upaya pemerataan 
kesejahteraan di Jawa Timur. 

2 Usaha 
Perdagangan 
( Kedai Kopi 
Bumdes) 
 

Cukup Baik Kantin menjadi tempat penyedia makanan dan minuman bagi 
pengunjung, atlet, serta tamu acara yang diselenggarakan di gedung 
serbaguna. Usaha ini membuka peluang kerja dan sumber penghasilan 
baru, sekaligus mendukung kenyamanan dan pelayanan bagi pengguna 
gedung. Selain itu, kantin juga membantu menggerakkan ekonomi lokal 
dengan menggunakan bahan baku dari pedagang dan petani setempat. 
Dengan demikian, keberadaan kantin menjadi bagian penting dalam 
meningkatkan aktivitas ekonomi dan interaksi sosial masyarakat di 
lingkungan gedung bulutangkis. 

3 Usaha 
Peternakan 
( Penggemukan 
Sapi Bumdes) 

Kurang Baik Usaha penggemukan sapi memberikan kontribusi penting bagi 
masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan ketahanan pangan. 
Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya 
lokal seperti hijauan, limbah pertanian, dan tenaga kerja desa untuk 
menghasilkan daging sapi berkualitas. Usaha penggemukan sapi tidak 
hanya meningkatkan pendapatan peternak, tetapi juga menciptakan 
lapangan kerja baru di sektor pakan, transportasi, dan penjualan hasil 
ternak. Selain itu, kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan daging 
nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta mendorong 
kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

4 Usaha 
Penyewaan  
( Persewaan 
Gedung 
Serbaguna 
Bumdes ) 
 

Kurang Baik  Bidang persewaan gedung serbaguna dan bulutangkis berkontribusi 
besar bagi masyarakat. Gedung ini dimanfaatkan untuk acara 
pernikahan, rapat, pengajian, dan kegiatan sosial, sehingga mempererat 
kebersamaan warga. Selain itu, lapangan bulutangkis mendorong gaya 
hidup sehat dan pembinaan olahraga. Dari sisi ekonomi, usaha ini 
membuka laspangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, serta 
mendukung usaha sekitar seperti katering dan dekorasi. 
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didapati permasalahan dari beberapa indikator yaitu : 1) Planning : pengembangan BUMDes sudah dirancang dengan 
optimal, namun masih stagnan dalam operasionalnya, 2) Actuating : kemampuan dalam menjalankan usaha BUMDes 
masih tergolong rendah, terutama pada unit usaha peternakan, dan jasa kondisi ini berdampak pada belum 
maksimalnya hasil yang diperoleh, 3) Controlling : peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan BUMDes masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala, seperti belum adanya 
pengembangan unit usaha secara maksimal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola, serta 
terbatasnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes. Tujuan penelitian kualitatif ini  adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara mendalam berdasarkan 
kondisi yang terjadi  di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan, 
permasalahan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pengembangan pengelolaannya.   

II. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait peran pemerintah desa dalam 
mengembangkan BUMDes. Penelitian ini berlokasi di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Gedangan, Kabupaten 
Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Dukuh Tengah memiliki Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih dalam tahap pengembangan, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana 
peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaannya.  Fokus  penelitian ini seberapa pada peran pemerintah 
desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memberikan manfaat BUMDes pada 
masyarakat dukuh tengah. Data yang diperoleh pada penelitian ini yakni, (1) Data Primer, data yang diperoleh secara 
langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan seperti Kepala Desa, Direktur BUMDes, dan perangkat 
desa, serta masyarakat. (2) data yang diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur 
lain yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data penulis meliputi: Observasi, pencatatan, dan 
wawancara. Teknik penentuan sampelnya dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik sampling dengan purposive 
sampling yang digunakan sebagai sumber informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitihan ini sebagai 
informan adalah Kepala Desa Dukuh Tengah Dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guna Sejahtera. 
Selanjutnya data analisis data model interaktif dari Milis dan Huberman yang mencakup yang mencakup empat tahap 
utama, yakni 1) pengumpulan data : melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi, 
2) Reduksi data : dengan memilih dan menyederhanakan data sesuai dengan tujuan penelitian, 3) Penyajian data : 
menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, serta  4) Penarikan kesimpulan : menginterpretasikan serta 
memastikan data temuan yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Guna Sejahtera Desa Dukuh Tengah. Penelitian dilakukan dengan cara 
wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan dari 
penelitian. Dengan melakukan wawancara ini, akhirnya diperoleh informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh 
peneliti berdasarkan teori dari George R. Terry (2006) yaitu :  
 
1. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi 
pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks pengelolaan BUMDes, perencanaan tidak hanya 
berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penentuan langkah-
langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang baik harus disusun secara 
sistematis, berdasarkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan secara 
berkelanjutan. Adapun beberapa indikator pengelolaan BUMdes  Pada penyusunan program usaha BUMDes, Program 
usaha BUMDes Desa Dukuh Tengah telah ditetapkan sejak awal pendirian BUMDes sebagai dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan usaha. Program tersebut menjadi pedoman bagi pengurus dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan 
serta memberikan arah agar kegiatan BUMDes sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan dokumen 
program kerja BUMDes Desa Dukuh Tengah, sehingga kondisinya dalam status yang baik.  
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Gambar 2. Program Kerja BUMdes  
 

Begitupun juga pada perencanaan penyesuaian potensi desa, pada profil potensi Desa Dukuh Tengah, Unit usaha 
BUMDes disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Dukuh Tengah. Penyesuaian tersebut dilakukan 
agar kegiatan usaha dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki desa serta memberikan manfaat bagi 
masyarakat. Dengan demikian, program usaha yang direncanakan diharapkan dapat berkembang sesuai dengan 
kondisi desa, serta kondisinya dalam status yang baik. 

Selanjutnya adapun Strategi pengembangan usaha, berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, BUMDes 
Desa Dukuh Tengah telah memiliki program usaha sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, tetapi belum memiliki strategi 
operasional yang terukur dalam mengembangkan usaha. Akibatnya, arah pengembangan usaha belum memiliki 
langkah dan target yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis agar kegiatan usaha dapat 
dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga hasil yang didapat kondisinya kurang baik. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Arsip Evaluasi 
 

Pada target capaian usaha dan berdasarkan arsip evaluasi, BUMDes Desa Dukuh Tengah belum memiliki indikator  
capaian usaha yang jelas dan terukur. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan program usaha belum dapat dinilai 
secara optimal. Penetapan target seperti peningkatan pendapatan, perkembangan unit usaha, dan manfaat yang 



Page | 7 
 
 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed 
under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright 

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. 
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not 

comply with these terms is not permitted.. 

diterima masyarakat diperlukan agar hasil kegiatan dapat dievaluasi secara lebih jelas, sehingga kondisijya masih 
kurang baik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dukuh Tengah, diketahui bahwa pemerintah desa telah 
melakukan perencanaan dalam pengembangan BUMDes Guna Sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
pembentukan beberapa unit usaha yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa, di antaranya 
usaha jasa (Agen SiPandai Bank Jatim), usaha perdagangan (kedai kopi BUMDes), usaha peternakan (penggemukan 
sapi), serta usaha penyewaan (gedung serbaguna). Pembentukan unit usaha tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 
desa telah berupaya mengidentifikasi potensi lokal serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, BUMDes masih belum memiliki strategi pengembangan usaha dan target capaian yang terukur, sehingga 
arah pengembangan dan keberhasilan usaha belum dapat dievaluasi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
perencanaan yang dilakukan masih sebatas penetapan program dan belum disertai langkah operasional serta ukuran 
keberhasilan yang jelas. Temuan tersebut sejalan dengan [3] yang menunjukkan bahwa perencanaan program 
berdasarkan potensi desa dapat mendukung pelaksanaan usaha, tetapi kurangnya strategi dan target yang jelas dapat 
menghambat optimalisasi pengembangan BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes Desa Dukuh Tengah perlu 
memperkuat perencanaan melalui penyusunan strategi dan target yang lebih terukur agar usaha dapat berkembang 
secara berkelanjutan. 
 
“Perencanaan BUMDes sudah disusun sejak awal berdirinya, termasuk menentukan jenis usaha sesuai potensi desa. 
Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam pengembangannya.” (09.00 WIB, 8 April 2026)  

 

 
Gambar 4. Pembahasan Perencanaan Bumdes 

 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa secara konseptual dan administratif, perencanaan BUMDes telah 

dilakukan dengan cukup baik. Pemerintah desa telah memiliki gambaran mengenai jenis usaha yang akan 
dikembangkan serta tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai 
kendala yang menyebabkan perencanaan tersebut belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut terlihat dari 
kondisi beberapa unit usaha yang belum berkembang secara maksimal dan masih berada pada kategori kurang baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang telah disusun belum sepenuhnya didukung oleh strategi operasional 
yang matang, seperti perencanaan pemasaran, pengelolaan keuangan, analisis risiko, serta pengembangan inovasi 
usaha. Selain itu, kurangnya pemetaan potensi desa secara mendalam dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan program 
BUMDes.Lebih lanjut, perencanaan yang efektif seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan program, 
tetapi juga harus mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang terintegrasi dengan visi 
pembangunan desa. Namun pada kenyataannya, perencanaan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum 
memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta target yang terukur. Hal ini berdampak pada sulitnya mengukur 
tingkat keberhasilan dari setiap unit usaha yang dijalankan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh pengelola BUMDes juga menjadi kendala dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun. Kurangnya 
kemampuan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi menyebabkan pelaksanaan program tidak 
berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya 
mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, indikator perencanaan dalam pengembangan BUMDes 
Guna Sejahtera menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyusun perencanaan awal melalui pembentukan unit 
usaha yang disesuaikan dengan potensi desa, yaitu usaha jasa Agen SiPandai Bank Jatim, kedai kopi BUMDes, 
penggemukan sapi, dan penyewaan gedung serbaguna. Hal ini menunjukkan adanya upaya identifikasi potensi lokal. 
Namun, perencanaan tersebut belum didukung oleh strategi operasional yang rinci, seperti target usaha, analisis risiko, 
strategi pemasaran, serta indikator capaian yang terukur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program 
cenderung stagnan dan belum berkembang secara optimal.[9] 
 
2. Pengorganisasian (Organizining) 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan 
suatu organisasi, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengorganisasian berkaitan 
dengan pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi antar pihak yang 
terlibat dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui pengorganisasian yang baik, setiap individu dalam organisasi 
diharapkan mampu memahami peran dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara 
efektif dan efisien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

Gambar 5. Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Nilik Desa (BUMDes) 
 

Pada struktur organisasi berdasarkan temuan lapangan, struktur organisasi BUMDes Desa Dukuh Tengah telah 
terbentuk secara formal melalui SK Pengurus BUMDes Nomor 141/18/438.7.3.12/2023. Struktur tersebut menjadi 
dasar dalam pembagian kedudukan, peran, dan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan kegiatan BUMDes. 
Dengan adanya struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan memiliki pembagian tugas yang lebih jelas, sehingga kondisi 
yang didapatkan yakni dalam kondisi baik. 

Pada pembagian tugasnya berdasarkan data evaluasi internal desa, kemampuan pengelola BUMDes masih terbatas, 
khususnya dalam aspek administrasi, manajemen, dan pengelolaan usaha. Keterbatasan kompetensi tersebut dapat 
memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk 
meningkatkan kemampuan pengurus sehingga kondisinya masih terbilang kurang baik.  

Berdasarkan data evaluasi internal desa, kemampuan pengelola BUMDes masih terbatas, khususnya dalam aspek 
administrasi, manajemen, dan pengelolaan usaha. Keterbatasan kompetensi tersebut dapat memengaruhi efektivitas 
pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan 
pengurus, dan adapun 

Koordinasi antar pengurus BUMDes belum berjalan secara optimal. Berdasarkan notulen rapat, komunikasi dan 
koordinasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi 
yang lebih rutin diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan lebih terarah. Sehingga dapat disimpulkan koordinasi 
sesama pengurus ini masih dalam kondisi yang kurang baik.  

Dan adapun yang terakhir tentang Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes Desa Dukuh Tengah masih 
tergolong rendah. Berdasarkan data kegiatan desa, keterlibatan masyarakat belum optimal dan masih terbatas pada 
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kegiatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat yang lebih aktif agar keberadaan 
BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.  
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Data Evaluasi Internal Desa 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dukuh Tengah, diketahui bahwa struktur organisasi BUMDes 
Guna Sejahtera telah terbentuk secara formal. Struktur tersebut mencakup pengurus inti yang bertanggung jawab 
dalam pengelolaan BUMDes, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, serta pengelola unit usaha. Pembentukan struktur 
organisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan fungsi pengorganisasian sebagai 
dasar dalam pengelolaan BUMDes. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang 
mempengaruhi efektivitas pengorganisasian. Salah satu kendala utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) 
yang masih terbatas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam mengelola usaha.[10] 
Menurut George R. Terry, pengorganisasian merupakan proses pembagian pekerjaan, penetapan tugas, tanggung 
jawab, serta hubungan kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Hal ini terlihat dari struktur organisasi 
BUMDes yang telah terbentuk secara formal dan pembagian tugas yang sudah ditetapkan. 

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, yaitu pemahaman tugas pengurus yang belum 
maksimal, keterbatasan kompetensi SDM, koordinasi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi yang sudah terbentuk belum sepenuhnya didukung oleh 
kemampuan SDM dan koordinasi yang baik. Temuan ini sejalan dengan [11]yang menunjukkan bahwa keberhasilan 
pengorganisasian tidak hanya ditentukan oleh adanya struktur organisasi, tetapi juga oleh kompetensi pengelola, 
koordinasi, pembagian tugas yang jelas, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Desa Dukuh Tengah 
perlu meningkatkan pelatihan SDM, koordinasi antar pengurus, pemahaman tugas, serta pelibatan masyarakat agar 
pengorganisasian dapat berjalan lebih efektif. 

 
“Pengurus BUMDes sudah terbentuk, tetapi masih kurang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah.” (09.15 WIB, 8 April 2026)  



10 | Page 
 

 
Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the 

Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are 
credited, and the preprint server is cited per academic standards. 

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply 
with these terms is not permitted. 

 
Gambar 7. Sosialisasi kegiatan BUMdes kepada Masyarakat 

 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk, namun pemahaman 

terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus masih belum optimal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan 
kegiatan BUMDes tidak berjalan secara maksimal karena adanya tumpang tindih pekerjaan atau bahkan adanya tugas 
yang tidak terlaksanakan dengan baik. Selain itu, koordinasi antar pengelola juga masih belum berjalan secara efektif. 
Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pengurus menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang terarah 
dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam suatu organisasi, koordinasi yang baik sangat diperlukan agar setiap 
kegiatan dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Permasalahan lain yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Masyarakat 
sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan BUMDes seharusnya dilibatkan secara 
aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan. Namun pada kenyataannya, tingkat 
keterlibatan masyarakat masih rendah, sehingga berdampak pada kurang berkembangnya unit usaha yang dijalankan. 
Rendahnya partisipasi masyarakat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai 
keberadaan dan manfaat BUMDes, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, serta 
minimnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa fungsi pengorganisasian belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keterlibatan seluruh elemen masyarakat. 
[11] Berikut Adapun  tabel strukturral organisasi BUMDdes sejahtera Dukuh tengah.   

Dalam teori manajemen, pengorganisasian yang baik harus mampu menempatkan individu sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki (the right man on the right place). Namun dalam pengelolaan BUMDes Guna Sejahtera, 
penempatan pengurus belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kompetensi dan keahlian, sehingga berdampak 
pada rendahnya kinerja organisasi. Selain itu, belum adanya pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi 
pengelola BUMDes juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM. Padahal, peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung profesionalitas dalam pengelolaan usaha. dapat 
disimpulkan bahwa aspek pengorganisasian dalam pengelolaan BUMDes Guna Sejahtera di Desa Dukuh Tengah 
masih belum berjalan secara optimal. Meskipun struktur organisasi telah terbentuk, namun masih terdapat berbagai 
kendala seperti rendahnya kualitas SDM, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, lemahnya 
koordinasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek 
pengorganisasian, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan, 
penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab, peningkatan koordinasi antar pengelola, serta mendorong partisipasi 
aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Dengan pengorganisasian yang baik, diharapkan pengelolaan 
BUMDes dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. [12] 

Maka dari itu hasil menunjukkan bahwa struktur organisasi BUMDes Guna Sejahtera telah terbentuk secara formal 
dan memiliki pembagian jabatan yang jelas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya pemahaman 
pengurus terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya 
manusia, lemahnya koordinasi antar pengurus, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam 
pelaksanaan fungsi organisasi. 
 
3. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan (actuating) merupakan tahapan implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya, di mana 
seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks 
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pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaksanaan mencakup kegiatan operasional usaha, pengelolaan 
sumber daya manusia, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya pengembangan unit usaha agar dapat memberikan 
kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian desa. Dan pada indikator pelaksaan terdapat temua lapangan, 
seperti pada operasional unit usaha, Berdasarkan hasil penelitian, seluruh unit usaha BUMDes Desa Dukuh Tengah 
telah berjalan dan melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 
tersebut menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan fungsi usahanya, meskipun dalam pelaksanaannya masih 
terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengembangan usaha dan hasil yang diberikan 
kepada desa, sehingga kondisinyapun masih dibilang cukup baik. 

Berdasarkan kontribusi hasil usaha, laporan keuangan BUMDes, kegiatan usaha yang telah berjalan belum 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Meskipun BUMDes telah 
memperoleh pendapatan dari kegiatan usahanya, jumlah tersebut masih belum optimal untuk memberikan dampak 
yang besar terhadap pendapatan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMDes masih perlu meningkatkan kinerja 
dan produktivitas unit usahanya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PADes, namun kondisi ini 
masih kurang baik.  

Adapun hasil wawancara dengan pengelola BUMDes yang menunjukkan bahwa pengembangan usaha masih 
terbatas. BUMDes telah menjalankan unit usaha yang ada, namun inovasi dalam menciptakan atau mengembangkan 
jenis usaha baru masih belum maksimal. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing 
dan pendapatan BUMDes. Oleh karena itu, masih banyak hal yang diperlukan dalam upaya pengembangan dan inovasi 
usaha yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masyarakat. 

Pada  Arsip pembinaan pemerintah desa mengenai kegiatan pelatiahn dan peningkatan kapasitas pengelola 
BUMDdes, Berdasarkan arsip pembinaan pemerintah desa, kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi 
pengelola BUMDes masih minim. Keterbatasan pelatihan dapat memengaruhi kemampuan pengelola dalam 
menjalankan administrasi, manajemen, maupun pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan 
pembinaan secara berkala agar pengelola memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan 
kegiatan BUMdes. Serta berdasarkan data penggunaan layanan BUMDes dan hasil wawancara dengan masyarakat 
pengguna layanan, pelayanan yang diberikan BUMDes masih belum maksimal. Meskipun masyarakat telah 
menggunakan beberapa layanan yang tersedia, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 
kemudahan akses, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diperlukan 
agar keberadaan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan serta 
partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dukuh Tengah, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 
BUMDes Guna Sejahtera belum berjalan secara optimal. Meskipun beberapa unit usaha telah dijalankan, namun hasil 
yang diperoleh masih belum maksimal dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.  

 
“Pelaksanaan usaha BUMDes masih terkendala pada kemampuan pengelola dan kurangnya inovasi. Beberapa usaha 
sudah berjalan, tetapi belum memberikan hasil yang signifikan.” Ucap kepala desa.  
 
Selain itu, hasil wawancara dengan pengelola BUMDes juga menunjukkan adanya kendala dalam operasional usaha: 
 
“Dalam menjalankan usaha BUMDes, kami masih belajar dan sering mengalami kesulitan, terutama dalam 
mengembangkan usaha agar bisa lebih maju. Kadang usaha sudah berjalan, tetapi belum tahu bagaimana cara 
mengembangkannya agar lebih menguntungkan.” (10.00 WIB, 8 April 2026) 
 
“BUMDes di desa sebenarnya sudah ada dan berjalan, tapi manfaatnya belum terlalu terasa bagi masyarakat. 
Mungkin karena usahanya belum berkembang atau belum banyak diketahui oleh warga.”Adapun ucap ssalah satu 
masyarakat.  
 

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan terletak pada 
keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), kurangnya inovasi, serta belum optimalnya strategi 
pengembangan usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kurang optimalnya hasil yang dicapai 
oleh BUMDes.Hal ini dapat dilihat dari kondisi beberapa unit usaha yang dijalankan. Usaha peternakan berupa 
penggemukan sapi dan usaha jasa seperti Agen SiPandai Bank Jatim masih berada dalam kategori kurang baik. Hal 
ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional belum berjalan secara efektif dan belum mampu menghasilkan 
keuntungan yang signifikan. Sementara itu, usaha perdagangan berupa kedai kopi BUMDes berada dalam kategori 
cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar 
terhadap pendapatan desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan BUMDes juga belum didukung oleh sistem manajemen 
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usaha yang profesional. Pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana dan belum berbasis pada perencanaan 
bisnis yang matang, seperti analisis pasar, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini 
menyebabkan usaha yang dijalankan sulit untuk berkembang dan bersaing. [13] 
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pengelola 
BUMDes.  
 
“Pelatihan untuk pengelola BUMDes masih sangat terbatas, sehingga kemampuan dalam mengelola usaha belum 
maksimal.” (10.05, 8 April 2026) 
 

Rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha juga menjadi faktor penghambat. Pengelola BUMDes belum 
mampu menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada agar lebih menarik dan memiliki nilai 
tambah. Inovasi sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang 
terus berkembang. Partisipasi masyarakat yang masih rendah juga turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 
BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan unit usaha yang ada masih terbatas.  
 
“Tidak semua masyarakat tahu atau ikut terlibat dalam kegiatan BUMDes, jadi pemanfaatannya juga masih kurang 
maksimal.”ucap masyarakat.  
 

Dalam teori manajemen, pelaksanaan yang efektif harus didukung oleh kepemimpinan yang mampu 
menggerakkan dan memotivasi seluruh anggota organisasi. Namun dalam pengelolaan BUMDes Guna Sejahtera, 
peran kepemimpinan dalam mendorong kinerja pengelola masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memberikan 
arahan, motivasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu diperlukan upaya perbaikan dalam 
aspek pelaksanaan, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan 
pendampingan, pengembangan inovasi usaha, penerapan manajemen usaha yang lebih profesional, serta peningkatan 
partisipasi masyarakat. Dengan pelaksanaan yang lebih optimal, diharapkan BUMDes Guna Sejahtera dapat 
berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Dukuh Tengah. [14] 

Hasilnya Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan unit usaha BUMDes telah berjalan pada beberapa sektor usaha. 
Kedai kopi BUMDes menunjukkan perkembangan cukup baik, sementara unit usaha penggemukan sapi, Agen 
SiPandai, dan penyewaan gedung masih belum memberikan hasil signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan 
kemampuan pengelola, minimnya inovasi usaha, kurangnya pelatihan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam 
mendukung operasional usaha. 
 
4. Pengawasan (Controlling)  

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan 
yang terjadi serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja organisasi, termasuk dalam 
pengelolaan BUMDes. Pada indikator pengawasan terdapat beberapa temua lapangan dimana kondisinya masih 
kurang baik, serpeti pada monitoring usaha, berdasarkan hasil penelitian, kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan 
BUMDes Desa Dukuh Tengah telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin. Evaluasi masih 
dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan sehingga belum memiliki jadwal tetap. Kondisi tersebut 
menyebabkan proses pemantauan terhadap perkembangan kegiatan dan permasalahan BUMDes belum dapat 
dilakukan secara optimal, dan adapun pula  

Pada indikator evaluasi berkala, pelaksanaan evaluasi ini BUMDes belum memiliki jadwal yang terstruktur dan 
tetap. Evaluasi dilakukan ketika terdapat kegiatan atau permasalahan yang perlu dibahas. Dengan belum adanya 
jadwal evaluasi secara berkala, beberapa perkembangan kegiatan BUMDes berpotensi tidak terpantau secara 
konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penjadwalan evaluasi secara rutin agar perkembangan usaha dapat dipantau dan 
dievaluasi secara berkelanjutan. Adapun pula dalam penanganan permasalahan, tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pengelola BUMDes masih tergolong lambat. Beberapa permasalahan membutuhkan waktu sebelum mendapatkan 
solusi atau keputusan dari pihak terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah 
masih perlu diperbaiki agar permasalahan yang muncul dalam kegiatan BUMDes dapat segera ditangani. Sehingga  
Diharapkan pada tindak lanjut perbaikan Secara keseluruhan, pelaksanaan evaluasi BUMDes Desa Dukuh Tengah 
masih belum maksimal. Evaluasi memang telah dilakukan, tetapi belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal serta 
tindak lanjut terhadap permasalahan masih membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang 
lebih teratur dengan jadwal yang jelas serta mekanisme tindak lanjut agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar 
perbaikan dan pengembangan BUMDes 

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes 
Guna Sejahtera masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan secara rutin dan terstruktur terhadap setiap kegiatan usaha yang dijalankan. 
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“Pengawasan sudah dilakukan, namun belum maksimal karena belum adanya monitoring secara rutin terhadap 
kegiatan BUMDes.” Ucap sekretaris BUMDes.  
 
“Evaluasi memang ada, tetapi tidak dilakukan secara berkala, sehingga kendala yang ada kadang terlambat diketahui 
dan ditangani.”Ucap direktur BUMDes.  
  

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan secara efektif. Kurangnya evaluasi dan monitoring secara 
berkala menyebabkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes tidak segera ditangani secara cepat dan 
tepat. Akibatnya, beberapa unit usaha tidak berkembang secara optimal dan mengalami stagnasi. Selain itu, belum 
adanya standar penilaian kinerja yang jelas juga menjadi kendala dalam proses pengawasan. Hal ini menyebabkan 
sulitnya mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan BUMDes secara objektif. Demikian dapat disimpulkan  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, namun 
belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Monitoring serta evaluasi belum memiliki jadwal tetap dan belum 
menggunakan indikator penilaian kinerja yang jelas, sehingga berbagai kendala sering terlambat teridentifikasi dan 
ditangani. [15] 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Pada 
aspek perencanaan (planning), BUMDes telah memiliki program kerja dan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi 
desa, namun belum didukung oleh strategi operasional, target capaian, dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga 
pengembangannya masih cenderung stagnan. Pada aspek pengorganisasian (organizing), struktur organisasi telah 
terbentuk, tetapi masih terdapat kendala berupa rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurang optimalnya 
pembagian tugas, lemahnya koordinasi antarpengurus, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Pada aspek 
pelaksanaan (actuating), seluruh unit usaha telah berjalan, namun sebagian besar belum mampu memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kesejahteraan masyarakat 
karena keterbatasan kemampuan pengelola, minimnya inovasi, dan kurangnya pelatihan serta pendampingan. 
Sementara itu, pada aspek pengawasan (controlling), kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan tetapi belum 
berlangsung secara rutin, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga berbagai kendala dalam pengelolaan BUMDes belum 
dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, 
penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi usaha, serta sistem pengawasan yang lebih efektif 
agar pengelolaan BUMDes Guna Sejahtera mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang 
lebih optimal bagi masyarakat Desa Dukuh Tengah. 
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